



Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena dengan Rahmat dan Ridho-Nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 
DIKAITKAN DENGAN EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA”. 
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan yang 
disebabkan oleh adanya keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang 
dimiliki oleh peneliti, sehingga peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam 
penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyajian materi 
maupun dalam penganalisaan masalahnya. Namun demikian, dengan adanya 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yaitu berupa bimbingan,            
nasehat-nasehat, dan pemberian data yang dilakukan, maka kesulitan tersebut 
dapat terselesaikan.    
Dalam kesempatan ini, terlebih dahulu peneliti menghaturkan sembah dan 
sujud kepada kedua orang tua peneliti yang telah melahirkan, membesarkan, 
membimbing, mendidik, menemani peneliti dalam suka dan duka, nasehat-nasehat 
akan selalu peneliti ingat dan terima kasih atas do’a dan dorongan dari ayah, 
mamah, suami dan anak ku tercinta selama ini sehingga peneliti dapat 
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menyelesaikan studi dengan lancar. Semoga Allah SWT membalas segala kasih 
sayang dan pengorbanan selama ini, Amin. 
 Pada kesempatan ini juga, perkenankan peneliti menyampaikan rasa terima 
kasih kepada Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 
yang meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan kepada peneliti 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena 
itu, dengan segala kesungguhan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom. selaku Rektor 
Universitas Pasundan Bandung. 
2. Bapak Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
3. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
4. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
5. Bapak Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
6. Ibu Melani, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
7. Bapak Yudistiro, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
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8. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum 
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
9. Seluruh Staf Pengajar, baik Dosen maupun Asisten Dosen yang telah 
mendidik dan membimbing serta membantu penulis sejak awal hingga 
selesainya studi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
10. Seluruh Staf Bagian Administrasi Akademik Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung. 
11. Seluruh Staf Administrasi dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung.  
12. Sahabat-sahabatku, Nanan Nurzaman., S.H., M.M., Ibnu Sina, S.H, Yovie 
Pratama, S.H, Masdarina, S.H., Suci Rahmawati, S.H., Dudung Andri. 
13. Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat 
peneliti sebutkan satu persatu. 
Peneliti berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat 
khususnya bagi peneliti sendiri serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana. 
 Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah 
memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini, Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
Bandung,    November 2015 
  Peneliti, 
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